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KEMEN-KP. Jabatan  Fungsional Pengelola
Kesehatan Ikan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10/PERMEN-KP/2018
TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL

PENGELOLA KESEHATAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, perlu
mengatur pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan
Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman
Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola

Kesehatan Ikan;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5949);
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Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128);
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 317);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan
Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1226);
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN.

Pasal 1
Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Pengelola Kesehatan Ikan merupakan acuan dalam menyusun
kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan di

lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Pasal 2
Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Pengelola Kesehatan Tkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Maret 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIEAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 10/PERMEN-KF/2018

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNMGSIONAL PEMGELOLA KESEHATAN IEKAN

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan lkan, Menteri Kelautan dan

Perikanan selaku pimpinan instansi pembina diberikan kewenangan

untuk mengatur pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional

Pengelola Kesehatan Ikan.

Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola
Kesehatan Ikan digunakan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk
menghitung kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola
Kesehatan Ikan, dengan berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari
indikator antara lain:

1. ruang lingkup bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
yang meliputi bidang hama dan penyakit ikan, bidang pengendalian
obat ikan, bidang pengendalian residu, bidang pengendalian
lingkungan  budidaya, wunit pengelolaan  kesehatan ikan
(laboratorium), kesejahteraan ikan, pelayanan kesehatan ikan dan
lingkungan;

2. jumlah dan jenis kajian yang dilakukan di bidang pengelolaan dan
kesehatan ikan; dan

3. beban tugas organisasi yang terkait dengan bidang pengelolaan
kesehatan ikan.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan
Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, yaitu untuk mendapatkan
jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Tkan
sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka

waktu tertentu secara profesional, serta memungkinkan pencapaian

www.peraturan.go.id
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jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan
jabatan/ pangkat.

2. Tujuan penyusunan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan
Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, yaitu untuk memberikan
acuan bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melakukan
perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan
Tkan.

C. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawal Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan lkan adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang
untuk melakukan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan
lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan wusaha
perikanan budidaya.

3. Pengelola Kesehatan lkan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melakukan pengelolaan kesehatan ikan dan
lingkungan.

4. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan adalah
jumlah dan jenjang jabatan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan
Ikan yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang memiliki ruang
lingkup terkait pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan agar
mampu melaksanakan tugas dan fungsi dalam jangka waktu
tertentu.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau
akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh
Pejabat Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan dalam rangka
pembinaan karir yang bersangkutan.

www.peraturan.go.id
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7. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit
minimal yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Pengelola
Kesehatan Ikan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan
jabatan.

8. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara objektif digunakan
untuk menyelesaikan tugas pokok.

9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga  pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.

10.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat
daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat
dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis

daerah.

www.peraturan.go.id
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BAB Il
TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN

A. Umum

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan
Ikan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan
penyesuaian/ inpassing, dilakukan karena kebutuhan Jabatan Fungsional
Pengelola Kesehatan lkan. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola
Kesehatan lkan dapat terjadi karena kebutuhan Jabatan Fungsional
Pengelola Kesehatan lkan yang belum terisi, yang disebabkan karena
perpindahan, pemberhentian dari jabatan, adanya peningkatan volume
beban kerja, dan pembentukan unit kerja baru.

Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan lkan pada
Instansi Pusat dan Instansi Daerah disusun berdasarkan analisis
kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara beban
kerja dengan jumlah Jabatan fungsional Pengelola Kesehatan lkan yang
diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tugas pokoknya.

B. Tahapan Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola

Kesehatan Ikan
Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan

lkan dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan Pengelola Kesehatan

Ikan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah dengan tahapan sebagai

berikut:

1. mengidentifikasi susunan seluruh jenjang Jabatan Fungsional
Pengelola Kesehatan lkan yang ada pada Instansi Pusat dan Instansi
Daerah;

2. menginventarisasi tugas pokok yang dilaksanakan pada masing-
masing jenjang jabatan dan nilai Angka Kredit untuk masing-masing
uraian kegiatan, yang besaran Angka Kredit tersebut telah
mencerminkan standar Jam Kerja Efektif yang diperlukan untuk
menyelesaikan setiap uraian kegiatan;

3. menghitung waktu penyelesaian uraian kegiatan (Wpk), dengan cara
membagi Angka Kredit uraian kegiatan (Aku) masing-masing dengan
konstanta (Kt) untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan
standar Jam Kerja Efektif, atau dengan menggunakan rumus sebagai
berikut:

www.peraturan.go.id
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Wpk =

Kt

Keterangan:

Wpk = Waktu penyelesaian uraian kegiatan dalam 1 (satu) tahun).

Aku = Angka Kredit uraian kegiatan.

Kt Konstanta untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan

standar Jam Kerja Efektif.

untuk menghitung konstanta (Kt) masing-masing jenjang jabatan

berdasarkan standar Jam Kerja Efektif, perlu diketahui terlebih

dahulu besaran Angka Kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan
dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, sebagai berikut:

a. Pengelola Kesehatan lkan Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata
Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dengan Angka Kredit
Kumulatif 150, untuk dapat naik jenjang Pengelola Kesehatan
Ikan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c
harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 200, sehingga diperlukan
Akt sebanyak 50;

b. Pengelola Kesehatan lkan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang IlI/d, dengan Angka Kredit Kumulatif
300, untuk dapat naik jenjang Pengelola Kesehatan Ikan
Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV /a harus
mencapai Angka Kredit Kumulatif 400, sehingga diperlukan Akt
sebanyak 100;

c. Pengelola Kesehatan lkan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina
Utama Muda, golongan ruang IV/c, dengan Angka Kredit
Kumulatif 700, untuk dapat naik jenjang Pengelola Kesehatan
Ikan Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya,
golongan ruang IV/d harus mencapai Angka Kredit Kumulatif
850, sehingga diperlukan Akt sebanyak 150;

d. Pengelola Kesehatan lkan Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina
Utama Madya golongan ruang IV/d dengan Angka Kredit
Kumulatif 850, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina
Utama, golongan ruang IV/e harus mencapai Angka Kredit
Kumulatif 1050, sehingga diperlukan Akt sebanyak 200.

www.peraturan.go.id
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Berdasarkan besaran Akt untuk kenaikan jenjang jabatan dan/atau
pangkat setingkat lebih tinggi, dapat dihitung Kt untuk masing-
masing jenjang jabatan dengan cara:

Akt untuk setiap kenaikan jenjang jabatan dan/atau pangkat, dibagi
hasil perkalian antara standar Jam Kerja Efektif |(1.250 jam) dengan
masa kerja dalam pangkat 4 (empat)] tahun, atau dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:

Kt = Akt : (1.250 x 4)
Keterangan:
Kt

Konstanta masing-masing jenjang jabatan per jam efektif
dalam 1 (satu) tahun.
Angka Kredit tambahan untuk setiap kenaikan jabatan

Akt
dan/atau pangkat.

1.250= Standar Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) tahun.

Masa kerja dalam pangkat secara normal untuk kenaikan

=
I

pangkat setingkat lebih tinggi adalah 4 [empat) tahun.

Dengan demikian, Kt untuk Pengelola Kesehatan Ikan adalah sebagai

berikut:

a. Pengelola Kesehatan Ikan Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata
Muda (I a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) = 50 :
(1.250 x 4) = 0,01;

b. Pengelola Kesehatan Ikan Mudaf/Ahli Muda, pangkat Penata
(IIIfc) sampai dengan Penata Tingkat 1 (II/d) per jenjang = 100 :
(1.250 x 4) = 0,02;

c. Pengelola Kesehatan Tkan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina
(IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) = 150 : (1.230
x 4) =0,03; dan

d. Pengelola Kesehatan Ikan Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina
Utama Madya (IV/d) sampai dengan Pembina Utama (IV/e) = 200
:(1.250 x 4) = 0,04.

3. menghitung volume (V) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang
Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan dalam 1 (satu) tahun,
sesual dengan satuan  hasil masing-masing uraian kegiatan
berdasarkan pengamatanpengalaman dan penghitungan dari Instansi
Pusat dan Instansi Daerah;

www.peraturan.go.id
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6. menghitung waktu penyelesaian volume (Wpv) masing-masing uraian
kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengelola
Kesehatan lkan dengan cara mengalikan Wpk dengan V masing-
masing uraian kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional
Pengelola Kesehatan lkan, atau dengan menggunakan rumus sebagai
berikut:

Wpv = Wpk x V

Keterangan:

Wpv = Waktu penyelesaian volume masing-masing uraian kegiatan
dalam 1 (satu) tahun.

Waktu penyelesaian uraian kegiatan dalam 1 (satu) tahun.
Volume masing-masing uraian kegiatan dalam 1 (satu)
tahun.

Wpk
v

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan

Berdasarkan rumus tersebut di atas, maka dapat dihitung
kebutuhan jabatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengelola
Kesehatan lkan. Cara penghitungan kebutuhan jabatan untuk setiap
jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan lkan, yaitu dengan
menjumlahkan seluruh waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1
(satu) tahun (Wpv) dibagi jumlah standar Jam Kerja Efektif per tahun,
atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Kebutuhan _ ZWpv
Polkeskan 1.250
Keterangan:
Kebutuhan Polkeskan = Jumlah Pengelola Kesehatan lkan masing-

masing jenjang jabatan yang diperlukan
untuk melaksanakan seluruh kegiatan
pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan
pada unit kerja.

SWpv = Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan
dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang
jabatan.

1.250 = Standar Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu)
tahun.

www.peraturan.go.id
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Contoh penghitungan kebutuhan untuk setiap jenjang Jabatan
Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan sebagaimana tercantum pada
Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4.

Tabel 1. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Pengelola Kesehatan Ikan

Pertama/Ahli Pertama

TH KECHATAN ITENTUKAN

ME UNSUR SUR UNSUR TASARKA IR LITANLA)"|

1 2 3 4 5 & T=5/6 B 9=TxB

Penviapan 1 Melakukan PErs EApan
Pengelolaan pervusunan kebijakan di
Kesehatan bidang hama penyaldt
lkkan dan ikan obat

Lingkungan ikan/ pengendalian
residu f pengendalian
lingkungan

budidaya funit

PEnRE
ikan gk
laboratorium] | kesej
aan ikan/pelayanan
kesehatan ikkan dan
lingkungan

o

1 Pengzelolaan
Kesehatan
d

0,1 0.01 10 i Laporan &0

persiapan
rencana
bridaneg 0,1 0,01 1 i Laporan &0

k leeschatan

ikan dan lingkungan

Welakukan pErsLApan
pEmyUsInan rEncana
kerja _ di i |::I!‘|..' ) 0,1 0.0l jli] 1
pengelolaan kesshatan
ikan dan lingkungan

Laporan 120

4 Melabukan penyusunan
marma, standar, prosedur
dan lriteria di bidang
pengelolaan kesehatan
_|k..'| 1 lingkungan

a. | melakukan
pemgumpulan  data
dokumen .
perencanaan  teknis
tabunan leegiatan di
bidang pengelolaan
kesehatan ikan dan
lingkumgan

0,1 0.01 10 i Laporan 60

b | melakukan
pemyusInan
dokumen prosedur
sistem mutu bidang 0.1

. 001 15 12 | Dokumen 160
kesehatan ikan dan
lingkurgan sebagai
ANEE!

c. | melakukan

mnan konsep
ta di bidang
an
tan ikan dan
lingkumgan

o
n

0,01 15 1

Laporan 180

5 Melabukan identifkasi:

a. | umt pengelolaan

0,1 0.01 10 120 | Laporan 1300

persvaratan belonis
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(5]

2]
1,1 120 1200
0,05 5 | 15[
HPY 1.1 T4 an 2400

residu f lingkun

[ 0,01 1 K A0
11 0,0l 1 AN A0
12 0,01 1 i B0
13
0,03 ] T a0
0,01 1 JalK 300
14 0,04 4 &l 244
IT
0,01 1 K A0
0,04 - K 1300
16
1,1 24 240
1,1 24 24
17 )3 | 24 T2
1B
3,3 3 24 720
2 2 24 =l
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ViDL
. — EXTUKAR X
e ABLAI]
1 2 3 4 5 & =56 B 9=TxE
0,15 0,01 15 12 180
0,02 0,01 2 24 45
0,2 0ol i} 4 ]
0,05 0,01 3 4 n
0,1 0,01 m B 40
0,05 001 5 12 B0
C
0,1 001 j[K] 2 m
1]
0,05 0,01 3 1% =1
Wpw
087
Pembulatan
Keterangan:

*

| Uraian kegiatan dan besarnya Angka Kredit (Akb) untuk Pengelola Keschatan [kan Pertama Ahli
Pertama diambil dari Lampiran Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur MNegara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Keschatan Ikan.
**] Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yvang

dilaksanakan.
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Tabel 2. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Pengelola Kesehatan Ikan Muda/Ahli

Muda

wmn i -
2 3 5]
thkan
0,02 15 180
0,02 15 12 | Dokumen 180
o.o2 15 ] Dakumen a0
2!

o032 10 130 Laporan

mjunit 0,1 0,02 5 0 | Laporan G600
loes et
0,1 0,02 5 2 Laporan 360
0,02 0,02 L mn Laporan 72
0,08 0,02 4 T2 Laporan 288
0oz 5 72 Laporan 360
001 0,02 L 36 Laporan 36
04 0,03 2 36 Laporan 72
9 N PENEU|En
ieb]
F

0,02 L 36 3
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Laporan

Dokumen

L A Laporan B
0,1 0,02 5 4 Laporan o

Laporan

0.3 0,02 15 4 6l
01 0,032 5 B0 L__|:.-_-.._ B00
0,1 003 & 1

1,0 0,02 =0 Laporan =
0,3 0,02 15 12 Laporan a0
0,1 0,02 5 [ Laporan 3

]
[ 0,02 IL -] Laporan 6i

Laporan
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WAKTL VOLUME

KON PERYELESALAN KEOINTAN DWALAM
TARNTA [Ki] BUTIN KECHATAN I FSATU] TAHURN
'Wpkij "l

I KENIATAN [DITENTUKAR
EVERIMASA R AN LFNSLTH UTAMAJ"|

1 | 3 4

0 | Melakukan penelusuran
|troceability) produk

pembudidayvaan ikan 0,2 0,02 [1] 1 Laparan 211
yang mengandung residu

schagai anggota
21 | Me T=n DEMANEANAn
kasus Engkungan pada 0,2 0,02 10 12 Laporan 120
unit budidayva
WMelakukan APresLAL]
badang pengelolaan y 3 - & an
kesehatan ikan dan 0.3 002 - B Lapuaz -
lmgkungan
Melakukan
pendampingan teknis
bidang pengelolnan o1 0,02 5 130 | Laporan ]
kesehatan ikan dan
lingkungan

(1]
&

T=5/6 8

L

44 | Melakukan penilaian
ldneTja laboratarium
ujifunit penpelolaan o1 0.02 & o
lesehatan ikan dan ! T
limgkungan sebagai

5 2 Laporan 1

i ]

D] Evaluasi 2 1 keap
Pelak sanaan manajemen sebagai
Pengelolaan anggota

Kesehatan
Ikan dan
Llr.:h'.lng an
E] Pelaporan a0 | Melakukan peryusunan
Pengelolaan laporan bulanan)
Kesehatan triwulanf semesteran,’
Ikan dan tahunan bidang o1 0,02 5 19 Laporan 95
Linglangan pengelalaan kesshatan
ikkan dan lingkungan
sebagai ketua

0,2 0,02 10 1 Laparan 1

TWpr 10195

Jumlah Formasy POLKESRAN
W/ L. 250

Pembulatan 8

8,156

Keterangan:

M| Uraian kegiatan dan besarnya angka kredit [Akb] untuk Pengelola Kesehatan Ikan Muda/Ahli Muda
diambil dari Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.

**] Volume kegiatan dalam 1 tahun (V] ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang

dilaksanakan.

Tabel 3. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Pengelola Kesehatan lTkan Madya/Ahli

Madva
. . VEHLLIMIE
ANDA EONS
NO URSUR SUR LINSUR ! "HE':\__“:'" :'::M‘ ""‘:';;:"‘_I KREINT TAMTA L ”"":E;‘T':nﬂ?'
o I : - | k| [Le]] KECIIATAN e :
Wpki
1 2 3 4 5 [ =56 B G=Tx8
| Memyiapkan [ A | Melakukan L Melakukan penyusunan
Pengelolaan Penviapan rencana kerja
Kesehatan Pengelolaan operasional di bidang 03 0,03 jis] 12 Laparan 120
Ikan dan Kesehatan pengelolaan kesehatan
Lingkumgan Tkan dan tkan dan lingkungan
Lingkungan 2 | Melakukan penyusunan
marma, standar,
prossdur, dan kriteria di
bidang pengelolaan
kesehatan ilan dan
lingkcungan
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WAKTY
URSUR A
2 3 4 5 [ T=5/6 ] 9=Tx8
03 12 Dokumen 120
03 12 Dokumen 120
25 12 Dakumen 300
5 12 180
15 B o
B
03 1 &0 Laporan 600
03 1 &0 Ipars &0
pemyak 15 5 60 Laporan 300
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-20-

MO URSUR

LTTARLA

hkh|

ha

o

O=Tx8

13 5 &0 30
) 03 13 60 Laparan 600
3
L 1,03 5 24 Laporan 120
13 3 24 Laporan 120
0,15 3 12 ran |
10
3 24 ran T2
15 3 24 Laporan 120
11
13 5 12 l
0,6 b | 12 ran 240
3 1 24 Dralk 24
13
- 1 24 Dhalk 72
13 y n
13 1 24 Laporan 24
14
13 5 24 Laporan 120
]
5 5 24 Dralk 120
16
03 ] ran |
0,6 2 ] Laporan 120
17
0.6 13 bl 4 Al
15 3 4 Laporan A
13 4 H

0,3
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UNSUR

wn

]
5 4 Laporan 6l
19
15 5 24 Laporan 120
5 24 Laporan 120
5 24 Laporan 360
20
3 12 Laporan &l
-
0,3 1 12 ]
0,3 4 A
]
03 ) ] Laporan 60
23 n 3
- 03 L 12 Laporan 120
a4
5 12 34
12
azai
i[a)
03 1 12 120
[% 27
Ik n
Lingkan . T
: 03 1 ] Laporan |
15 5 & Laporan i
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WAKTU
- W - aay VOLUME WAKTU
s O St st BUTIR KEQIATAN [ENTENTUKAN ::;;;“r :’;:‘T: ";:\;tfl:“ KEQIATAN DALAM PENYELESAIAN
o~ ~ o BERDASANKAN UNSUR UTAMAY| = v 1 |SATU) TAMUN VOLUME KEQIATAN
| Ak (L KEQIATAN ottt -
> ) Wi
Whk|
1 2 3 4 5 6 7=5/6 8 9=7x8
c. | melakukan evaluas:
penyediaan /peredar 0.3 0.03 10 ~ :
X 0.03 6 Laporan 60
an / pendafiaran pa
obat tkan
d | melakukan evaluasi
Penilaian
persyaratan teknis
laboratarmem = - . 2
¢ o 0,15 0,03 3 6 Laporan 30
up/umt
pengelolaan
kesehatan idcan dan
Engkungannva
e. | mengendalikan
sistem manajemen 03 0.03 10 6 Laporan 60
mutu laboratorium
3 laji ulang
manajemen sebagai 03 0,03 10 4 Laporan 20
anggota
YWpr 6346
Jumiah Formas: POLRESRAN e 0
r 11 9% 5076
yWov/1.250)
Pembulatan 5

Keterangan:

* Butir kegiatan dan besarnya angka kredit (Akb] untuk Pengelola Kesehatan Ikan Madya/Ahli Madya
diambil dari Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Keschatan Tkan.

**) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan olch instansi berdasarkan realitas kegiatan yang
dilaksanakan.

Tabel 4. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Pengelola Keschatan ITkan

Utama /Ahli Utama

WAKTU voLuME :
pevermsaan | o SO e | WAKTU PENYELESAIAN
BuTIR VOLUME KEQIATAN
KEQIATAN §ASATER EANTR (W

Wpk| ™

DUTIR KECIATAN (DITENTUKAN ANCKA
No UNSUR SUT UNSUN xbeg ey 3 aids XXEENT
BEXDASARKAN UNSUR UTAMALY) e

1 2 3 4 5 6 7-5/6 8 9=7x8

1 Menyviapkan | A | Melakukan 1 Melakukan
Pengelolaan Penyiapan penvusunan kebijakan
Kesehatan Pengelolaan di bidang hama

kan dan Kesehatan penyakit ikan/obat
Lingkungan fkan dan tikan/ pengendalian
Lingkungan residu/perlindungan 0.6 0.04 15 12 | Dokumen 180
Engkungan

budidaya/ laboratarium
{kesejahterann

skan/ pelayanan
kesehatan tkan dan
kngkungan

2 Melakukan
PENYUSUNAR Fencana
strategis di bidang 04 0,04 10 12 | Dokumen 120
pengebolaan kesehatan
tkan dan ingkungan

3 | Melakukan
penyusunan pedoman
pelaksanaan atau
pedoman teknis di
bidang hama penyakit 06 0,04 15 12 Laporan 180
tikan obat

tkan/ pengendalian
residu/pengendalian
kngkungan

www.peraturan.go.id
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BEND A

TIN KE

ANK

3 4 5 O=TxB

2]
0B bt 1
0.4 }
08 20 =0
02 5 20
04 }
06 15 [ 1]
04 }
02 :
04 ] (5]
02 3
06 15 (=]
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A P L
18 KEX KAN
piel S n KNEDNT
BENDASARKSL TAMA "
Nkl
1 2 4 5 7=5/6
02 5 i
04 ] (5]
0.4 } 20
02 5 %0
02 5 %0
0.4 ] (5]
08 0 20
0.4 } ]
7]
08 i b
06 &l
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BUTIN KECHAT
BENDASANEA

uH

TAMA|

]

9=TxB

06 15 B
08 20 Laporar 120
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AR EA KCFN 5 AKT o Al
S BUTIR KECHATAN [DITENTUKAN u-c|-|-| _',\"'I, R s :.'.I n
fS—— P u ) KECHATAR
BERDASARKAR U TAMA - i peiin

2 3 4 5 & T=3/6 B 9=TxB

an di

a2
ang kesehatan

08 0,04 0 12 Laporan 40

04 0,04 10 12 Laporan 120

at ikan

I. r| lakukan
kajian terhadap

0.4 0,04 10 b &0
5.
1w keesehatan 0.4 0,04 10 & =1
ikan dan
lingkungan
t melakukan
kajian dava
0,4 0,04 10 : Ll
budidaya
u melakukan
0,6 0,04 15 i o0
pErsyary 0,6 0,04 15 6 o
vanan kesehatan
ikan
W, menjadi saksi
ahli 0z 0,04 5 2 10

Jumilah Form POLKESKAN
v Wew 1.250)

Pembulatan 3

Keterangan:

=)

Uraian kegiatan dan besarnya angka kredit [Akb) untuk Pengelola Kesehatan lkan Utama/Ahli Utama
diambil dari Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.

Volume kegiatan dalam 1 tahun [V] ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang

dilaksanakan.
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Penentuan Jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan

Ikan
Penentuan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola

Kesehatan Ilkan didasarkan atas penghitungan kebutuhan, dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. apabila berdasarkan penghitungan tersebut kebutuhan Jabatan
Fungsional Pengelola Kesehatan lkan diperoleh nilai 20,50 (sama
dengan atau lebih dari nol koma lima puluh), maka dapat ditetapkan
1 (satu) kebutuhan; dan

2. apabila berdasarkan penghitungan tersebut kebutuhan Jabatan
Fungsional Pengelola Kesehatan Tkan diperoleh nilai <0,50 (kurang
dari nol koma lima puluh), maka tidak dapat ditetapkan kebutuhan
Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan lkan.

www.peraturan.go.id
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BAB III
TATA CARA PENGUSULAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN

A. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan pada Instansi
Pusat

1. Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan instansi pembina
mengajukan wusul kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola
Kesehatan Ikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan
reformasi birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan
Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan dari Menteri Kelautan dan
Perikanan =selaku Pimpinan Instansi Pembina, memberikan
pertimbangan teknis kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola
Kesehatan Ikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan
reformasi birokrasi; dan

3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi  birokrasi
berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola
Kesehatan Ikan dan pertimbangan teknis dari Kepala Badan
Kepegawaian Negara, menetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional
Pengelola Kesehatan lkan.

B. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan pada Instansi

Daerah

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/ Kabupaten  Kota
mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola
Kesehatan Ikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan
reformasi birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan
Fungsional Pengelola Kesehatan ITkan dari Pejabat Pembina
Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan pertimbangan
teknis kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

www.peraturan.go.id
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bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
dan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi  birokrasi
berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola
Kesehatan Ikan dan pertimbangan teknis dari Kepala Badan
Kepegawaian Negara, menetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional
Pengelola Kesehatan Ikan.

www.peraturan.go.id
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BAB IV
PENUTUP

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola
Kesehatan lkan ini disusun dan digunakan sebagai acuan bagi Instansi
Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai
Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang pengelolaan Kesehatan
Ikan dan Lingkungan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
EEPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI
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